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PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitinn

Sektor perbankan sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi pada
penerimann pajak, khususnya pada Pajak Penghasilan pasal 23 vang bersumber dari
bunga deposito perbankan dan peningkatan jasa giro vang cukup tinggi memiliki
peranan vang penting sebagai penerimaan dalam negeri. Dalam hal ini. penulis ingin
mengetahui scjash mana pihak bank sebagai wajib pajak sekaligus sebagal pemotong
pajak pada Pajak Penghasilan pasal 23 dalam kaitannya dengan pelaksanaan peraturan
perpajakan vang berlaku dalam meninghathan penerimaan negara.

Bank melalui kegiatsnnya memberikan layanan kepada masyarakat dan dunia
usaha, menjadikan bank sebagal salah satu sumber penerimaan Pajak Penghasilan
pasal 23 vang tingei bapi negara. Lavanan vang dimaksud adalah dalam bentuk
tabungan, dimana tabungan vang dilakukan masvarakat dan dunia usaha
menghasilkan bunza dan bunga inilah vang menjadi objek pajak dalam Pajak
Penghasilan pasal 23

Tujuan Penelitian
I. Umiuk mengemahui bagaimana perhitungan Pajuk Penghasilan pasal 23 vang
dilakukan oleh Bank BCA.

2. Umtuk mengetahui apakah penerapan perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23
oleh Bank BCA telah sesuui dengan peraturan perpajakan,

RERANGKA PEMIKIRAN & HIPOTESIS

Pajak Penghasitan pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan vang dipotong atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk

Lisaha Tetap vang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan

selain yang wlah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, vang dibnyarkan atau terutang

oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri. penyelenggara kegiatan,

Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya dan orang pribadi

scbagai wajib pajak dalam negeri vang telah mendapat penunjukkan dari Direkiur

Jenderal Pajak untuk memotong Pajak Penpghasilan Pasal 23, Subjek Pajak atau

Penerima penghasiian sang dipotong Pajak Panghasilan Pasal 23 adalah wajib pajak

dalam negeri dan Bentuk Usuha Tewp. Sesuai Keputusan DIP No. KEP-30:P 1994,

maka orang pribadi sehagal waph pajak dalam negeri untuk memotong  Pajak

Penghasilan Pasal 23, terdiri dari:

I Akuntan, arsitek. dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali
Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah camat. pengacara. dan konsultan,
yang melakukan pekerjaan bebas atau

2 Orang pribadi vang menjalankan usaha vang menyelengearakan pembukuan.
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Objek Pajak Penghasilan Pasal 23, meliputi;

I.  Deviden, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf “g” UU PPh.

2. Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf “f", termasuk

premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian

utang.

Rovalty

4.  Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21

ayat | huruf e yaitu perusahaan, badan. dan penyelenggara kegiatan yang

melakukan pembayaran sehubungan dengan penyelenggaraan suatu kegiatan.

Bunga simpanan vang dibayarkan oleh koperasi.

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

7. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal
.4

Penghasilan yang bukan objek pajak dari Pajak Penghasilan pasal 23, meliputi:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada Bank.

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan

hak opsi.

3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai

wajib pajak dalam negeri, koperasi, yayasan, alau organisasi yang sejenis, badan

usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada

badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.

Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana.

Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa

bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha

atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan usaha:

a.  merupakan perusahaan kecil, menengah. atau vang menjalankan kegiatan
dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan,

b. sahamnya tidak terdaftar di bursa efek di Indonesia,

6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas vang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan vang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

Tarif yang berlaku untuk PPh Pasal 23 ini adalah tarif tunggal. vaitu:

. 15 % dari jumlah bruto atas penghasilan berupa:

a. Deviden

b.  Bunga, termasuk premium, diskonto. dan imbalan sehubungan dengan
jaminan pengembalian hutang.

¢. Rovyalti,

d. Hadiah dan penghargaan selain vang telah dipotong pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 21 ayat | hurufe.

15 % dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan

oleh koperasi.

3. 15 % dari perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa;

4. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,

b.  Imbalan sehubungan dengan jasa tcknik, jasa manajemen, jasa kanstruksi,
Jasa konsultan, dan jasa lain selain vang telah dipotong pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 21.

Saal lerutang, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan pasal 23;

I. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya
pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan vang bersangkutan,
yang dimaksud dengan saat terutangnya penghasilan vang bersangkutan adalah
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saat pembebanan sebagai biava oleh pemotong pajak sesuai dengan metode buku

yang dianutnya.

Pajuk Penghasilan pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-

lambatnya tanggal sepuluh bulan lakwirn berikulnya setclah bulan  saat

terutangnyn pajak

1 Pemotong Pajuk PPhopasal 23 diwajibkan menyampaikan Surat Pemberitahuan
Masa selambat-lambainya 20 (dua puluh) bari setelah Masa Pajak berabhir.

4. Pemotong Pajak PPh pasal 23 harus memberikan landa bukti pemotongan kepada
orang pribadi atau badan yang dibebani membavar Pajak Penghasilan vang
dipotong
Krisis moneter yang melands Indonesia memberikan dampak yang negatif bagi

berbagai pihak. tervtama bagi pelaku ekonomi dimana sektor usaha mengalami

kemunduran yang pesal, bahkan tidak sedikit pengusala vang menutup usahanya
karena mengalami kerugian dalam jumlah vang besar dan dalam wakiu vang singkat
dengan pertimbangan bahwa dengan menutup usahanva akan lebih baik darmpada
meneruskan usahanya dan mengalami kerugian, Namun, banvak diantara pengusaha
menuiup usahanya karena tidak mampu lagi membiavai operasi perusahaannya dan
besarmnya hutang vang dimiliki, kondisi ekonomi dimana sektor usaha mengalami
kemunduran, mengakibatkan penurunan penerimaan pajak penghasilan, khususnyn

Pajak Penghasilan pasal 23, sebab jumlah objek pajak menurun vang disebabkan oleh

banyaknya usaha vang ditutup, Maka salah satu upaya untuk meningkatkan efektifitas

dan mengoptimalkan penenimaan negara adalah dengan cara objek pajak pada Pajak

Penghasilan pasal 23 difinalkan.

Hipotesis: Jiko Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan dengan benar,

maka Waijib Pajak telah mematuhi Peraturan Perpajakan®.

Bl

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yvang digunakan oleh peiulis adaiah meiode deskriptif. vaitu

metoda dengan cars mengumpulkan dan menginterpretasikan datn yang diperlukan,

labu mengolah dan membahasnya hingga akhirnya sampar pada suatu Kesimpulan
Teknik penclitian untuk mengumpulkan dala adalah:

. Penelitian lapangan (Field Research), vaitu penelitian yang dilakukan secara

langsung pada perusahaan vang merupakan obiek penelitian, khususnya pada

masalah vang akan dibahas, teknik penelitian vang digunakan penulis untuk
mengumpulkan data adalah -

a. Observasi atau pengumuotan langsung atns kegialan vang berjalan pada
perusahaan vang merupakan objek penelitian, khususnya pada masalah yang
akan dibahas.

b, Wawancara langsunyg dengan para pelaku vang bersangkutan dengan objek
penelitian

¢ Dokumentasi. penelitian juga dilakukan dengan cara penclashan  atas
dokumen-dokumen yang ada pada Bank,

Penelitinn Kepustakaan (Library Researchl, vaitu usaha memperoleh data dan

bahan melalui membaca  leratur-literatur  di  perpustakaan, membaca dan

mempelajari catatan-catatan kuliah serta buku-buku lain vang berkaitan dengan
masalah vang penulis teliti

Bad

Penelitian dilakukan pada PT. BCA Cabang Ahmad Yam No.656-658. Bandung.
Penelitian dimulai 20 Agustus 2000 dan dibarapkan selesai pada bulan Desember
2001,
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan PT BCA Thk
Untuk menyederhanakan dan meningkatan efektivitas di sistern pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 23 maka beberapa sistem pemotongan pajak penghasilan pasal 23
dikenakan final.
Penyebab dari penghasilan tersebut dikenakan final, yaitu karena:
I.  lenis penghasilan tersebut sulit dipantau.
2. Pemotongan dari jenis Pajak Penghasilan dilakukan tepat wakiu.
3. Pemotongan diterima secara maksimal,
4, Menyederhanakan adminisirasi pajak dengan kepastian hukum kepada wajib
pajak
Objek-objek pemotongan Pajak  Penghasilan  Pasal 23 yang mengalami
peningkatan dari segi penerimaan dengan adanva pengenaan final. vaitu:
Bunga deposito.
Jasa giro.
Bunga tabungan,
Diskonto sertifikal Bank Indonesia
Persewaan tanah dan bangunan.
Uisaha jasa kontruksi dan jasa konsultan,
Transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek.

Poda tahun 2000 perckonomian Indonesin  sudah mulai  pulih dari  krisis
herkepanjangan yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 Produk domestik bruto
memperlihatkan pertumbuhan sekitar 5 % dibandingkan dengan 0.31 % pada tahun
1999. Pemulihan ekonomi selama tahun 2000 termyata dukuti oleh meningkatnya
tekanan-tekanan kenaikan harga. terutama sejak pertengahan tabun 2000, Hal ini
disebabkan karena pemerintah ingin mengurangi berbagai subsidi untuk mendorong
pembentukan harga berdasarkan mekanisme pasar. Sementara ilu sisi penawaran yang
pada dasarnya masih rawan dengan berbagai permasalahan struktural Kurang dapat
mendukung peningkatan  di sisi permintaan. Dalam menghadapi keadaan yang
demikian ini terpaksa dicrapkan kebijakan moneter vang lebih ketat dengan
meningkatkan suku bunga secara proporsional. Dan dalam kondisi ckonomi yang
tidak stabil. suku bunga terpengaruh sehingga suku bunga bank menjadi bervariasi
mengikuti situasi ekonomi. Salah sat bukti terpengaruhnya suku bunga vailu pada
masa sekarang tahun 2001, dimana peraturan perpajakan baru menetapkan tarif baru
bagi Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu sebesar 20 %, dimana dalam hal perbankan
vang menjadi objek pajak adalah bunga. sehingga untuk mengatasi hal tersebut PT.
BCA Tbk menaikan suku bunga sehingga pihak nasabah tidak mengalami kerugian
vang berarii, dimana pajak vang ditarik oleh PT. BCA Tbk terhadap nasabah akan
disetorkan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 PT. BCA Tbk
Sektor perbankan memiliki peranan vang penting dalam perekonomian suatu negara
terutama di bidang penerimaan pajak. khusus pada Pajak Penghasilan Pasal 23, yang
menjadi objek pajak adalah bunga, dan yang menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal
23 Bank BCA adalah:
|, Gire. terdiri dari:

a.  Rupiah

b. Valuta asing, verdiri dari
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- Dolar Amerika Serikat,
- Dwlar Singapura.
- Yen Jepang.
- Mata vang Luro,
- Mark Jerman.
- Dolar Hongkong.
- Dolar Australia.
Poundsterling Inggris.
2. Tabungan terdiri dari:
a. Rupiah, terdiri dari:
- Tahapan.
- Tapres
- BCA Extra.
- Tabanas Umum.
- Tabanas BCA.
b. Dolar Amerika Serikat.
3. Deposito berjangka, terdiri dari:
a.  Rupiah.
b. WValuta asing, terdiri dari:
Dolar Amerika Serikat.
- Dolar Singapura.
- Dolar Hongkong.
- Dolar Australia.
- Mata vang bEuro.
- Poundsterling Inggris.
- Yen Jepang.
Mark Jerman.
Bunga penahun yang berlaku pada PT. BCA Thk tahun 2000 - 2001 yang
dikenakan sebagai abjek pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 vaitu:
I. Bunga Tahapan sebesar: § %,
2. Bunga Tapres, dibagi dua vaitu
- < 100,000,000 sebesar 9 %
- = 100.000.000 sebesar 10 %,
3. Bunga Deposito, dibagi dua yaitu
- Dweposito Rupiah sebesar 13.5 %
- Deposito Valuta asing sebesar 3 %
4. Bunga Giro sebesar 4 %
Dengan svarat pembukaan rekening minimal:
1. Tahapan sebesar Rp 500,000.-
2. Deposito sebesar Rp 8.000.000,-
3. Giro sebesar Rp 1.000.000.-

Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 13 yang Dilakukan PT BCA Thk Dalam

Rangka Pematuhan Peraturan Perpajakan.

Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 vang dilakukan oleh P'E. BCA Thk yaitu

dengan cara:

Pada saat 'I' BCA Tbk memberikan bunga kepada nasabah baik dalam bentuk bunga
tahapan, tapres. deposito. maupun jasa giro maka PT. BCA Tbk langsung memumngzut
Pajak Penghasilan pasal 23 dari nasabah sebesar 20 %, jadi bunga yang diterima
nasabah hanya sebesar 80 % dari total bunga, tetapi walaupun demikian dalam catatan

pembukuan PT. BCA Thk dicatat sebesar 100 %6 vang kemudian menjumlahkan
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semua bunga yang diterima eleh nasabah sebelum dikenakan Pajak Penghasilan pasal
23 lalu jumlah total bunga yang diterima oleh nasabah tersebut dikali dengan tarif
Pujak Penghasilan pasal 23 vaitu sebesar 20 %, yang kemudian pihak PT, BCA Thbk
menyetorkannya ke Kantor Pajak.

Salah satu bukti bahwa Bank RCA telah melakukan perhitungan, melakukan
pemotongan dan melakukan penyetoran atas PPh 23 adalah pada salah satu nasabah
Bank BCA yaitu PT. Nojorono Kudus. Dengan perhitungan sebagai berikut

PPh yang dipotong = lumiah bunga x Tarip PPh 23
—

24 52R.16 12264081 x 20%
—_——

29.378.96 = 146.894.80 x 20%

Perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 tersebut berlaku pula
untuk bunga dalam bentk valuta asing. dimana pihak PT. BCA Tbk
mengkonversikan terlebih dule jumlah bunga yang diterima oleh nasabah sesuai
dengan kurs beli yang berlaku pada saat pembayaran bunga di PT BCA Tbk dan
untuk pemotongun Pajak Penghasilan pasal 23 yvang dipotong oleh PT. BCA Thbk pada
nasabah untuk disetorkan pada Kantor Pajak dikonversikan dengan kurs pajak yang
ditentukan oleh Dircktorat Jenderal Pajak. sedangkan selisih kurs yang terjadi antara
kurs pajak dan kurs vang berlaku pada saat pembayaran bunga dianggap sebagai
keuntungan / kerugian bank.

Salah satu bukt perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 yang
dilakukan pada nasabahnya yaitu PT. Nojorono dengan nomor Bukti Pemotongan
Q000 1/0086/A/3 10RO, dengan jumlah bunga sebesar Rp 14689480 vang dikenakan
tarif Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar 20 % vaitu sebesar Rp 29.378 96,

Berdasarkan vraian di atas maka dapar dilihat bahwa Perhiwngan Pajak
Penghasilan pasal 23 vang dilakukan olebh PT. BCA Tbk wlah mematuhi peraturan
perpajakan vang berlaku secara umum,

Hasil Analisis terhadap PT. BCA Thk mengenai Peranan Pajak Penghasilan

pasal 23 dalam Rangka Pematuban Peraturan Perpajakan

Setelah melakukan analisis perhitungan terhadap PT.BCA Tbk mengenai peranan

Pajak Penghasilan pasal 23 dalam rangka pematuhan peraturan perpajakan

berdasarkan total Pajak Penghasilan pasal 23 vang disetorkan PT.BCA Tbk ke kas

negara pada tahun 2000, maka dapat dilihat hasil sebagai berikut:

I. PT. BCA Tbk wlah mematuhi peraturan perpajakan dalam hal ketentuan
pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 dengan tarif Pajak Penghasilan pasal 23
sebesar 15 % (mulai ahun 2000 menjadi 20 %) dari total bunga vang diterima
para nasabahnya

2. PT. BCA Tbk rtelah mematuhi peraturan perpajakan dalam hal ketentuan
penyetoran Pajak Penghasilan pasal 23 ke kas negara dimana PT. BCA Tbk
menyetorkan pajak setap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikuinya.

Berdasarkan hasil analisis di atas, maka kita dapat melihm bahwa PT.BCA Thk
telah mematuhi peraaran perpajakan khususnya Pajak Penghasilan pasal 23 baik
dalam hal pemotongan pajak vang dibuktikan melalui analisis perhitungan Pajak
Penghasilan pasal 23 maupun ketaatan menvetor Pajak Penghasilan pasal 23 ke kas
negara lepat wakly sesuai dengan waktu vang telah ditetapkan. Dengan demikian
hipotesis yang diajukan penulis yaitu “Jika Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal
25 dilakukan dengan benar, maka Wajib Pajak welah mematuhi Peraturan Perpajakan™,
dapat dilerima
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

[

Peranan PT. BCA Tbk sebagai pemotong pajak dalam rangka pematuhan
peraturan perpajakan terhadap bunga atas jasa giro, bunga tabungan, dan bunga
deposito vang merupakan ohjek Pajak Penghasilan Pasal 23 ielah dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan vang berlaku di Indonesia. Hal ini
dapat terlihat dari perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 yang disetorkan
kepada kas negara dimapa PT. BCA Tbk selalu melakukan pemotongan pajak
sebesar 15 % yvang sejak tahun 2001 telah menjadi 20 %% dari setiap jumlah
keseluruhan bunga yang diperoleh oleh para nasabahnya.

Selain itu dalam hal penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 ke kas negara, PT.
BCA Thk telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang
berlaku di Indonesia dimana PT. BCA Thk memiliki kebiasaan dalam melakukan
penyetoran pajak tersebut setiap tanggal 10 (sepulub) bulan berikutnya.

Saran-saran

]

PT. BCA Thk hendaknya meningkatkan pengelolaan risiko dalam menjalankan
aktivitasnya dengan memperiahankan prinsip kehati-hatian perbankan, hal ini
dimaksudkan untuk kelangsungan hidup PT. BCA Tbk dan meningkatkan
kepercayaan masvarakat terhadap PT. BUA Thk.

PT BCA Tbk hendaknya meningkatkan sumber dava manusia di perusabaan
unuk membangun dasar vang kokoh dalam menjalanjankan aktivitas usaha bank.
seliin itu sumber daya vang berkualitas dapat memberikan kepuasan bagi para
nasabah sebagai konsumen.
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